PENANGANAN KASUS DAYCARE LITTLE ARESHA DIADUKAN KE OMBUDSMAN DIY

Jum'at, 31 Juli 2026 - diy

Harianjogja.com, JOGJA-Perwakilan orang tua korban dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha bersama UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jogja mengadukan penanganan perkara ke Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) DIY. Pengaduan dilakukan karena masih terdapat sejumlah aspek yang dinilai belum optimal, mulai dari
keterbukaan informasi penyidikan, pelaksanaan Visum et Repertum (VeR), hingga pendalaman terhadap struktur yayasan.

Pengaduan tersebut juga menyoroti lambannya pelaksanaan VeR terhadap korban yang berdampak pada proses
pembuktian dalam penyidikan. Hingga saat ini, pemeriksaan disebut belum menjangkau seluruh korban.

Konselor Hukum UPT PPA Kota Jogja, Sinar Mahadini, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada aparat
penegak hukum karena orang tua korban mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai perkembangan penyidikan
perkara.

"Kami juga telah menyampaikan surat kepada aparat penegak hukum karena orang tua korban kesulitan memperoleh
informasi perkembangan penyidikan. Korban memang tidak harus mengetahui seluruh materi penyidikan, tetapi perlu ada
mekanisme penyampaian perkembangan perkara yang lebih jelas," katanya, Rabu (29/7/2026).

Menurut dia, pengaduan ke Ombudsman dilakukan untuk melaporkan sejumlah persoalan yang dinilai menghambat
penanganan perkara.

Sinar menjelaskan penyidikan perkara sebenarnya telah berkembang cukup signifikan. Jika pada awalnya hanya
menyasar lima pihak, kini penyidikan telah diperluas menjadi 32 orang yang terdiri atas pengasuh, penghuni rumah, guru,
pemilik yayasan, kepala sekolah, hingga petugas keamanan.

"Namun kami masih meminta pendalaman terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan yayasan,
termasuk anak Ketua Yayasan, Filda Kamila dan Wong Aliem," katanya.

Selain itu, ia menilai penelusuran aliran dana dan aset yayasan belum berjalan maksimal. Berdasarkan informasi yang
diterima pihaknya, proses tersebut terkendala keterbatasan personel, waktu, serta kebutuhan biaya.

Salah satu perwakilan orang tua korban, Hurry, mengatakan saat ini dirinya mewakili sekitar 157 korban. la meminta
penyidik mendalami seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara, termasuk sejumlah nama yang
dinilai memiliki keterkaitan dengan yayasan.

Menurut Hurry, orang tua korban juga mempertanyakan belum optimalnya penelusuran aset yayasan serta lambatnya
pemeriksaan VeR terhadap korban. Dari sekitar 38 korban yang direncanakan menjalani VeR, baru sekitar enam anak
yang telah menjalani pemeriksaan.

"Kami khawatir masih banyak anak yang mengalami perubahan perilaku tetapi belum memperoleh pemeriksaan. Padahal



hasil VeR menjadi bagian penting dalam proses hukum," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Juru Bicara Ombudsman DIY, Sahuri, menjelaskan pengaduan akan melalui tahapan verifikasi
administrasi sebelum memasuki proses pemeriksaan. Pokok laporan yang akan dikaji meliputi dugaan keterlibatan
sejumlah pihak dalam struktur yayasan, penelusuran aset dan aliran dana, keterbukaan informasi penyidikan, serta
pelaksanaan VeR terhadap korban.

Dia juga meminta seluruh bukti komunikasi antara korban dan aparat penegak hukum didokumentasikan sebagai bahan
pemeriksaan.

"Setelah proses verifikasi selesai, Tim Pemeriksaan akan menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan meminta
klarifikasi kepada kepolisian," katanya.

Sahuri menuturkan proses verifikasi administrasi ditargetkan rampung paling lama 14 hari kerja sejak dokumen dinyatakan
lengkap.


http://www.tcpdf.org

